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RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI  PERHUBUNGAN  
TENTANG

PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2400 – 2483.5 MHz 

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang     :        a.
bahwa penggunaan pita frekuensi 2400-2483.5 MHz dapat mempermudah dan memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat;

b. bahwa disepanjang pita frekuensi 2400-2483.5 MHz telah dimanfaatkan terlebih dahulu untuk keperluan dinas tetap microwave link; 

c. bahwa agar terciptanya suatu keadaan  yang harmonis dengan tidak terjadi gangguan interferensi yang merugikan (harmful interference) pada penggunaan pita frekuensi, perlu diatur penggunaanya pita  frekuensi 2400-2483.5 MHz dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
Mengingat
: 
1.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-undang Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7. Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor KM. 5 Tahun 2001 tentang  Penyempurnaan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi radio Radio Indonesia;

8. Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor KM. 24 Tahun  2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan; 

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
: 
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2400 – 2483.5 MHz.   

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pita frekuensi radio 2400 – 2483.5 MHz adalah suatu bagian dari spektrum frekuensi dengan frekuensi operasi antara 2400 MHz sampai dengan 2483.5 MHz; 

2. Penggunaan bersama (sharing) adalah penggunaan pita/kanal  frekuensi radio secara bersama pada tempat dan atau waktu dan atau teknologi secara harmonis dengan tidak mengakibatkan interferensi yang saling merugikan;

3. Efective Isotropically Radiated Power (EIRP) adalah hasil perkalian antara daya yang dicatukan ke antena dengan penguatan antena, relatif terhadap antena isotropik pada suatu arah tertentu (penguatan mutlak atau isotropik);

4. Daya pancar perangkat (TX power) adalah daya rata-rata perangkat yang dicatukan pada saluran transmisi antena;
5. Pengguna pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz adalah perorangan atau perusahaan atau organisasi atau institusi yang mengoperasikan alat atau perangkat yang beroperasi pada pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz;

6. UPT Ditjen Postel adalah Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi   Radio dan Orbit Satelit setempat;

7.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan   Telekomunikasi
Pasal 2

(1) Penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz diperuntukan untuk keperluan akses data dan atau akses internet.
(2) Pita frekuensi  2400 – 2483.5 MHz diperuntukkan bagi penggunaan  bersama (sharing).
(3) Penggunaan bersama (sharing) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan berdasarkan koordinasi antar pengguna.
(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman kepada kode etik yang disepakati dan ditetapkan oleh para pengguna.
(5) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib mengikuti ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
                                       Pasal 3

1) Penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz dapat dilakukan untuk penggunaan di luar ruang (outdoor) dan atau di dalam ruang (indoor).

2) Setiap pengguna pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki kesetaraan kewajiban untuk saling mengupayakan tidak menimbulkan  gangguan interferensi yang merugikan antar sesama pengguna yang menggunakan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz tersebut.




     Pasal 4

(1)
Penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz  
dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap penggunaan stasiun radio lain maupun perangkat ISM (Industrial Scientific and Medical).


(2) Pengggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mendapatkan proteksi. 
BAB II

KETENTUAN TEKNIS

Pasal  5

Pengggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz wajib mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut : 
a. Effective Isotropically Radiated Power  (EIRP) maksimum:
1) Untuk penggunaan di luar ruang (outdoor) sebesar 4 Watt (36.02 dBmW);
2) Untuk penggunaan di dalam ruang (indoor) sebesar 500 miliWatt (27 dBmW).
b. daya pancar  perangkat  maksimum 100 mW;
c.  Emisi di luar pita (out of band emission)  maksimum adalah -20 dBc per 100 kHz. 

                         BAB III

SERTIFIKASI PERANGKAT

Pasal 7

(1) Pengguna pita frekuensi 2400-2483.5 MHz wajib menggunakan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi. 
(2) Penerbitan sertifikat tipe alat dan atau  perangkat  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 8

Izin stasiun radio bagi pengguna frekuensi pada pita frekuensi 2400-2483.5 MHz melekat dalam sertifikat tipe alat dan atau perangkat radio.
BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Direktorat Jenderal.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Setiap penggunaan alat dan atau perangkat radio pada pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Izin Stasiun Radio (ISR) yang telah dimiliki pengguna pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa laku ISR, dengan tidak mendapatkan proteksi terhadap interferensi yang ditimbulkan oleh pengguna lain pada pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz.
(2) Setelah masa laku ISR berakhir, pengguna sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyesuaikan dengan  ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

(3) Pengguna   pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz untuk keperluan microwave link yang telah memiliki ISR di wilayah Ibu Kota Propinsi tetap dapat beroperasi  sampai dengan 2 (dua) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, kecuali di luar wilayah Ibu Kota Propinsi dengan ketentuan dilarang menimbulkan gangguan interferensi terhadap pengguna pada pita frekuensi  2400 – 2483.5 MHz.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  12

Dengan berlakunya Keputusan ini maka : 

Keputusan Direktur Jenderal Nomor 241/DIRJEN/ 2000 tentang Penggunaan Bersama (Sharing) Pita Frekuensi radio 2400  - 2483, 5 MHz antara Wireless LAN – Akses  Internet Bagi Penggunaan Di Luar Gedung (Outdoor)  Dan Microwave Link dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di      :
J A K A R T A

Pada tanggal      :

--------------------------------------------------------

MENTERI PERHUBUNGAN,

HATTA RADJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa keuangan;

2. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional;

3. Panglima TNI;

4. Sekretaris Negara;

5. Kapolri;

6. Gubernur Bank Indonesia;

7. Para Gubernur Kepala Daerah propinsi;

8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;

9. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

   KALALO NUGROHO, SH
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